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BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG JARIMAH TABRAK LARI

A. Ketentuan Umum Tentang Jarimah
1. Pengertian Jarimah
Pada dasarnya semua perbuatan yang ada di duaidailah boleh,
kemudian ada dalil-dalil yang melarangnya, sebaga@kaidah figih sebagai

berikut.
aadll e A0 35 S ARl a1 b Bl

Artinya: “segala sesuatu pada dasarnya boleh kicollelada dalil
yang mengharamkannya”.

Larangan tersebut bukan tanpa alasan, melainkeen&amembahayakan
kelangsungan hidup manusia. Perbuatan yang dilaeasgbut dalam istilah
pidana Islam adalaBarimah. Jarimahmerupakan perbuatan yang dilarang
oleh Allah yang diancam dengan hukuntzadd atauta’zir. Sebagaimana

disebutkan Abdul Qadir Audah dalam kitabnya seblagakut:
253383 5 aay e fi5a 5 Re 5 Cuhaa
Secara bahashrimahberasal dari katdarama kemudian bentuk
masdarnya adalalaramatanyang berarti perbuatan dosa, atau kejahatan.

Namun parafugaha sering kali memakai istilahinayah untuk jarimah.

Secara terminologjinayah merupakan perbuatan yang diharamkan oleh

! Syeikh Abu BakarAl-faraidul Bahiyyah Terj. Moh. Adib Bisri, Terjamah Al-
Faraidul Bahiyyah Risalah Qawa-id figKudus: Menara Kudus, 1977, h. 11

2 Abdul Qadir Audah,Al Tasyri’ Al Jina’iy Al Islamj Beirut: Muassah al Risalah,
1992, h. 67
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syara’ baik perbuatan mengenai jiwa, maupun harta beSdadagaimana
disebutkan Abdul Qadir Audah dalam Kitabnya, sebbgakut:
Uash s e il 18 el sus el i oo el pud :3in

Akan tetapi kebanyakan pafagaha memaknaidinayah sebagai
perbuatan mengenai jiwa orang atau anggota badgrerts membunuh,
melukai, memukul, menggugurkan kandungan, dan sz yang dilarang
oleh syara’ Namun sebagian ulama membedakan perbuatan yangensn
jiwa orang atau anggota badan. Ada gedgahayang membatasi pemakaian
kata-katgarimah kepadehududdangishassaja’

Pengertian tersebut sama dengan tindak pidana dalakam
pidana positif. Perbedaannya adalah jika hukumtipaaengklasifikasikan
antara kejahatan dan pelanggaran berdasarkan begannya hukuman,
sedangkan hukum Islam tidak. Namun para ahli hugermg kali tidak dapat
mendefinisikan perbedaan antara keduanya, hanya sapasarkan berat
ringannya hukuman. Seperti Prof. Sudarto yang hangayebutkan bahwa
Kejahatan diartikan sebagai perbuatan yang berigata dengan keadilan
yang diancam dengan hukuman yang lebih besar @tanggaran, seperti
pembunuhan, pencurian, perkosaan, dan sebagingan§@en pelanggaran
adalah perbuatan yang diketahui oleh masyarakaagaéltindak pidana
karena telah ada undang-undang yang mengaturnysgaetelik, dengan

kata lain ada undang-undang yang mengancam suahugben dengan

h. 2.

3 .
Ibid.
4 Ahmad HanafiAsas-asas Hukum Pidana Isladakarta: Bulan Bintang, cet-5, 1993,
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pidana, namun hukuman tersebut lebih ringan dajahle¢an. Seperti,
berkendara tidak membawa SIM, STNK, menghidupkeple®

Terlepas dari perbedaan di atas esensi jgayah dan Jarimah
adalah sama. Istilafjinayah dipakai dalam Kitab Undang-undang Hukum
Pidana Republik Persatuan Arab (KUHP RPA), namurbdma dengan
pengertian yang maksudkan olélgaha Terdapat tiga macam golongan
tindak pidana dalam KUHP RPA, yakjnayah, janhah, dan mukhalafah
Jinayahmerupakan tindak pidana yang diancam dengan hukunaai, kerja
berat baik sementara maupun seumur hidup, dan rpedianhah tindak
pidana yang diancam dengan hukuman kurungan ydag tebih dari satu
Minggu. KemudianMukhalafah, merupakan tindak pidana yang diancam
dengan hukuman kurungan tidak lebih dari satu Mingdka menganut
istilah fugaha ketiga macam jarimah tersebut dinamajkaayah sebab yang
menjadi acuan adalah sifat kepidanaanya. Kemudiarbgrdasarkan KUHP
RPA yang menjadi acuan adalah berat ringannya hakfim
a. Unsur-unsur jarimah

Sebagaimana pembahasan di af@simah merupakan larangan-
larangansyara’ yang diancam dengan hukuméaad atau ta’zir. Karena
perintah dan larangan tersebut berasal sigra’, maka diperlukan indikasi
guna dapat dipahami. Sehingga perintah dan larartgesebut hanya
ditujukan kepada orang-orang yang berakal sehati iDa dapat ditarik

sebuah kesimpulan bahwa unsur-unatimah meliputi:

® SudartoHukum Pidana,lSemarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukumplndi
1990, h. 56-57
& Ahmad HanafiAsas-asas Hukum Pidana Islaboc. Cit
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1) Unsur formil, yakni adanya nash yang melarargngdn disertai
dengan ancaman hukuman.

2) Unsur materiil, yakni adanya tingkah laku yangnmbentuljarimah,
baik perbuatan aktif maupun pasif.

3) Unsur moril, yakni pembuat, adalah seorangkallaf’, yang dapat
dimintai pertanggungjawaban.

Ketiga unsur di atas harus memenuhi pada suatuugizrp
untuk dapat digolongkan sebag@iimah. Disamping unsur umum, pada
tiap jarimah juga memiliki unsur khusus untuk dapat dikenakan
hukuman, seperti unsur pengambilan secara diam-diagi jarimah
pencurian. Contohnya, suatu perbuatan dikatakamcup@m manakala
barang yang diambil berupa harta, pengambilanngaraediam-diam,
dan barang tersebut dikeluarkan dari tempat simpgma Jika tidak
memenuhi ketentuan tersebut, seperti barang tidekda dalam tempat
yang tidak pantas, nilainya kurang dari ¥ (sepesgjnginar, atau
dilakukan secara terang-tarangan. Meskipun mempuagaur-unsur
umum, tidak dikenakan pencurian yang dikenakan mmaku potong
tangan seperti dalam ketentuan nash Al-Quran, palaku hanya
terkena hukumata’zir.

Hal ini tentu berbeda dengan hukum nasional, jidam hukum

nasional sebuah kejahatan terdiri dari dua unsikniyperbuatan jahat itu

" Mukallaf ialah seorang muslim yang telah akil fa(dlewasa), sehingga orang
tersebut mengerti tentang hukum syari'at islam rdakemua tindak dan perbuatannya. Lihat
Abdul Wahab Khalaf/lmu Ushul Figh,Terj. Noer IskandarKaidah-kaidah Hukum Islam (limu
Ushul Figh) Jakarta: PT. Raja Grafindo, Cet-6, 1996, h. 3.
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sendiri dan unsur tanggung jawab. Unsur-unsur lk¢gath menjawab
pertanyaan perbuatan-perbuatan apa yang merupalgahatan,
sedangkan unsur pertanggungjawaban menjelaskaantefiagaimana
kejahatan itu dilakukan. Dengan demikian maka kg terdiri dari
dua unsur yang berbeda, yakni perbuatan itu sefabitus reu¥y dan
unsur niat si pelakur{ens rej  Ketika jaksa menuntut hukuman kepada
terdakwa, maka jaksa harus terlebih dahulu memikarktkesalahan yang
dibuat terdakwa, dan harus dapat meyakinkan hakihwh terdakwa
mempunyai niat untuk itu.
b. Macam-macam jarimah

Klasifikasi mengenaijarimah bermacam-macampertama
dilihat dari segi berat ringannya suatu hukumamagii menjadi tiga
yakni, hudud, gishas diyatlanta’zir. Kedua,dari segi niat si pembuat
digolongkan menjadi dua, sengaja dan semi senatiga, dilihat dari
segi cara mengerjakannya, yaitarimah positif dan negatifKeempat,
dilihat dari segi orang yang menjadi korban yalarimah perseorangan
dan masyarakaKelima, dilihat dari segi tabiatnya yakni, jarimah biasa
dan politik? namun Secara umundarimah digolongkan ke dalam tiga
bagian, yaitu:
1) JarimahHudud

Jarimah huduchdalah jarimah yang diancam dengan hukuman

had. Hukuman had sendiri adalah hukuman yang @itantukan oleh

8 Rhona K.M. Smith, et aHukum Hak Asasi Manusigogayakarta: 2008, 823
g .
Ibid, h. 7
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syara’ dan merupakan hak Allahbdul Qadir Audah menyebutkan
sebagai berikut:

10 1l 4 L 5y 38a)) & ginll g aall g

Seperti hukuman mengenai seseorang yang melaku@upan, dalam
surat Al-Maidah ayat (38) sebagai berikut:
20EB O O0wa 90
2080400 wa 40
B MARD e DML g e
BN 4Oy PPN GRS JONJOIZ4 6] m [ M8
BINOHE ¢XIOE@1x 0 ¢@BOXIG o BHON
SBHOKERO NOBORZ OER + Lo @0 E * Lo Fc
G 2
Artinya: “ Laki-laki yang mencuri dan perempuan gamencuri,
potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan apayi
yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari .ADem

Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksaria”.

Sehingga dapat ditemukan sebuah kesimpulan bahwa ci
jarimah hudud adalahPertama Hukumannya telah ditentukan syara’
dan tidak ada batas maksimal dan mininke@dug Hukuman tersebut
hak Allah, atau jika terdapat hak manusia maka A& didahulukan.
Hudud merupakan hak Allah, sehingga hukuman tetsettak dapat

digugurkan oleh perseorangan, atau orang yang uiekf@ban atau

keluarganya atau masyarakat yang diwakili negara.

10 Abdul Qadir Audahop. cit, h. 78-79
" Departemen Agama Republik Indonesip, cit, h. 165
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Para ulama berbeda pendapat mengenai pengelompokan
jarimah hudud Ulama syafiiyah menyebutkan ada 7 macam, yakni
penganiayaan, pemberontakan, ziggdzaf pencurian, murtad, dan
minum-muniman yang memabukkan. UlaMalikiyah menyebutkan ada
8, pembunuhan, penganiayaan, pemberontakan, zjaazaf dan
perampokan, pencurian, murtad, dan minum-munimanng ya
memabukkan. Sedangkan ulama hanafiyah membagi kemd®
golongan, yakni zina, minum khamr, mencuri, merakppan gadzaf®

Namun secara umugarimah hududdibagi menjadi 7 macam,
yaitu: Jarimah zina, Jarimah gadz@nhenuduh orang lain berbuat zina)
Jarimah Syur bal-khamr, Jarimah Pencurian, JarimdHirabah
(perampokan atau pembegaladdrimah riddah(gangguan keamanan)
jarimah pemberontakat?.

2) JarimahQishasdandiyat.

JarimahQishasdan diyat merupakan jarimah yang diancam
dengan hukumagishasataudiyat Perbedaan dajrimah hududadalah
mengenai kewenangan, jikAudud merupakan kewenangan Allah,
sedangkamishasdandiyat merupakan kewenangan manusia. Walaupun
demikian keduanya telah ditentukan oleh syara’.hQkarenajarimah
gishasdandiyat merupakan kewenangan manusia, maka tidak mengenal

batasan-batasan mengenai hukuman, karena dalanalami mengenal

2 Jaih Mubarok, dan Enceng Arif Fais&laidah Figh Jinayah (Asas-asas Hukum
Pidana Islam) Bandung: Pustaka Bani Quraiys, 2004, h. 2

¥ Ahmad Wardi MuslihHukumPidanalslam Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-2, 2005,
h. X-Xi
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adanya istilah maaf. Sehingga seseorang tidak aleardapat hukuman
jika pihak korban telah memaafkannyaSeperti hukuman mengenai

pembunuhan dalam surat Al-Bagarah ayat (178), selbagikut:

OxENAA Lo - O&5e-@08% OO
REZECOEEH®N VHNING BXURCGEILI @7
GRHP T+ QM Wa b ONX OFL BOFEOMWa S
A O€E®NE o o N (02 % X ANSPZEeR e 2
NOI@ADP MW s N € QATAD Mea @0
Qe3P o M FR DI €0
I8 OREDe” €O\ <XKKR S IIE©=
o 300z 0 RDACTE X 0.OO0GNEOLL

Qo ORBr DA M Wa 6 NI

00N @ RO K77 3-RNOo0Len
A& 1w 0 WIOROLONK RN
JL7ENW+=0 T HE <0 ANGOY

EORO#IgRe S &IHOw B <OROEO S0 6]
ROXFOIR ORS00 HEQ 10 0+0 DO D¢
& IR P YHoY w

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkatas kamu gishas
berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; oramdekee
dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita
dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu
pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang memaa)afk
mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklahg(ghimeri
ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'afate
cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah twsua
keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Bsizpa
yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya si&ag
sangat pedih*

14 Ahmad HanafiAsas-asas Hukum Pidana Islaap. cit, h. 8
15 Departemen Agama Republik Indonesip, cit, h. 43
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Dari ayat di atas menerangkan bahwa tidak setiajstpea
pembunuhan, pelaku dapat diancam dengan hukupsas Qishas

hanya dikenakan kepada orang yang membunuh tertdaengan cara

cara tertentu, dan korban tertentu pula. Sepestiasg laki-laki muslim
yang membunuh saudaranya laki-laki muslim, tentikkumannya
berbeda dengan seorang laki-laki yang membunuh &as#dhaya.
Kemudian pembunuhan yang dilakukan dengan sengtgatu
hukumannya berbeda dengan pembunuhan yang dilakaana tidak
sengajaFugahasepakat bahwa pelaku yang diancam dengan hukuman
gishas adalah seseorang yang berakal sehat, dewasa, meiaghe
korbannya mati, dan melangsungkan sendiri perbnyﬂiﬁ

Pelaku pembunuhan yang tidak dagafishaskarena kondisi
tertentu, tidak dapat lepas dari hukuman begita, $&rena ada hukuman
pengganti ketikagishastidak dapat diberlakukan, yakni dengan diyat.
Dasar berlakunya diyat adalah firman Allah dalamasén-Nisa’ ayat
92:
QO «TRL+ <O W® aMARE o ¢4¢0
crHKh DA ¢ RO & OGN ERIRE o n €4 4B
G kDA DR ERIRE enze T[40
OO0 L0 @OE+L G0 ROOPKO S +¢d
FOEERO NOROHBODE <O630e0

yAm | A8 PeRD HOY R -2
TR aoXKla QRE« g BX-ODL000040

¥ Ibnu Rusd, Bidayatu'lmujtahid terj. Abdurrahman, dan Haris Abdullah,
Bidayatu'Imujtahid Semarang: Asy-Syifa, 1990, h. 528
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Artinya:

AP o TOON IR0 - OO RNHER

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membh seorang
mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tid®ngaja),
dan Barang siapa membunuh seorang mukmin kareselalr
(hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahayp ya
beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada
keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika merdkaluarga
terbunuh) bersedekah. Dan jika ia (si terbunuh) #aum
(kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara merekagen
kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diag ya
diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta
memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siap
yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (sitpemh)
berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerinaaat dari
pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagihi
Bijaksana™’

Diyat dilakukan dengan cara yang berbeda-beda, menurut

perbedaan jiwa, orang-orang yang berkewajiban mganpdan menurut

kesengajaan, dan apakah disetujui oleh kedua péiak atau oleh orang

yang mempunyai halgishas saja. Para ulama sepakat bahdigat

" Departemen Agama Republik Indonesip, cit, h. 135-136
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dikenakan terhadap pembunuhan tidak sengaja, dabyseihan sengaja
yang dilakukan oleh seorangukallaf Seperti anak-anak, dan orang gila.

Jarimah gishasdan diyat hanya dibagi menjadi dua, yakni

pembunuhan dan penganiayaan, namun ada penjabaraselpagai
berikut:
a) Pembunuhan sengaja.

Adalah pembunuhan di mana perbuatan tersebut
mengakibatkan hilangnya nyawa yang disertai denmganuntuk
membunuh korbalf Unsur-unsurnya adalatpertama, korban
adalah manusia yang masih hidugedua, korban mengalami
kematianKetiga, pelaku menghendaki adanya kematian korban.
b) Pembunuhan menyerupai sengaja.

Merupakan perbuatan yang dilakukan dengan keseargaja
namun tidak ada niat dalam diri pelaku atas kemakiarban.
Unsur-unsur dari tindakan ini adalghertama,adanya perbuatan
yang mengakibatkan kematid¢edug adanya kesengajadfedua,
korban mengalami kematiah.

c) Pembunuhan karena kesalahan.

Adalah pembunuhan yang dilakukan tanpa ada niakised

pun, karena kelalaian, kurang hati-hati dari peldkusur-unsurnya

sebagai berikutpertama, adanya perbuatan yang mengakibatkan

8 Ahmad Wardi Muslih, Hukum Pidana Islaop. cit.,h. 140
9bid. h. 142-143
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kematian. Kedua, perbuatan tersebut karena kekeliru&etiga,
adanya sebab akibat antara kematian dan kekefifuan.
d) Penganiayaan sengaja.

Adalah sebuah tindakan di mana pelaku sengaja oieak
perbuatan dengan maksud melawan hukum, dengan caksu
perbuatan tersebut mengenai dan melukai orang*ain.

e) Penganiayaan tidak sengaja.

Merupakan perbuatan di mana pelaku sengaja melakuka
suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud melaw&nnmuatau
tidak dimaksudkan mengenai atau menyakiti orang?fai

3) Jarimahta’zir.

Ta’zir merupakanjarimah yang diancam dengan hukuman

ta’zir. Ta’zir menurut bahasa berasal dari kaw? yang sinonimnya
adalahzsl\js @Aﬂ yang artinya mencegah dan menolak, kemudian

Qéém‘yang artinya memberi pelajaran. Dari penjelasasetart dapat

diambil pengertian bahwgrimah ta’zir adalah suatu hukuman yang
bersifat mendidik yang dapat menjadi pelajaran baging lain dan
mencegah pelaku supaya tidak mengulangi perbuadagy

Ta’zir adalah hukuman bagi perbuatan yang belum ditetapka
oleh syara’, perbuatan tersebut merupakan perbuataksiat yang

meninggalkan kewajiban-kewajiban dan melakukan ydimgramkan.

20 |pid.
21 |bid. h. 180
22 | pid.
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Seperti menolak membayar zakat, meninggalkan sHafdlu, tidak
membayar hutang, berkhianat, dan sebagainya. Rarbusaksiat yang
diharamkan tersebut seperti mencium perempuan Yaing bukan
istrinya, sumpah palsu, penipuan dalam jual bila, rmenyembunyikan
penjahat, dan sebagainy&. kemudian yang berwenang memutuskan
hukumannya adalah ulil amri.

Ciri-ciri jarimah ta’zir adalah hukumannya belum ditentukan
oleh syara’ dan ada batas maksimal dan minimali$@mudian,
Penentuan hukuman tersebut diserahkan kepada jpeahéti Jarimah
ta’zir dibagi kepada tiga bagian, yaitu:

a) Ta'zir karena melakukan perbuatan maksiat,

b) Ta'zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan
kepentingan umum.

c) Ta'zir karena melakukan pelanggaran.

Kemudian jika dilihat dari segi hak yang dilangganta’zir
dibagi menjadi dua bagian, yakni:

a) Ta'zir yang menyinggung hak Allah, maksudnya adalah semua
perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan
kemaslahatan umum. Seperti penimbunan Sembako,
penyelundupan, dan sebagainya.

b) Ta’zir yang menyinggung hak perorangan, mempunyai

pengertian bahwa perbuatan tersebut berakibat nkarupak-

23 bid. h. 249-150
2bid, h. Xii
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hak perseorangan. Seperti penghinaan, penipuan, dan

sebagainyd’

B) Ketentuan Umum Tentang Tabrak Lari
1. Pengertian Tabrak Lari dan Unsur-unsur Tabrak Lari

Lalu lintas merupakan sarana penting yang beraifaim yang tidak
dapat kita tinggalkan. Seiring dengan perkembazgaman, lalu lintas mengalami
perubahan signifikan, seperti adanya undang-ungamg mengatur mengenai
pelanggaran dan kejahatan atau kecelakaan yaaditdrjjalan raya. Tidak dapat
dipungkiri, Pesatnya kendaraan di jalan raya befiognlurus dengan jumlah
kecelakaan yang terjadi.

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwgaldin yang tidak
disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpakpge jalan lainnya, yang
mengakibatkan adanya korban manusia atau kerugata®h Unsur-unsur
kecelakaan sendiri meliputi, pengemudi, pemakanjalkkendaraan, jalan dan
lingkungan.

Sedangkan tabrak lari sendiri merupakan bagian Hacdelakaan,
namun pengertiannya lebih spesifik, tabrak lari upakan kecelakaan di mana
pelaku atau orang yang menabrak melarikan?tijielas tabrak lari tergolong

sebagai tindak pidana, karena tindakan tersebutigikemn masyarakat umum,

%5 |bid, h. 252

26 Tatang Sugandi, et alademikum Polisi Lalu Lintagdakarta: Markas Besar Polisi
Lalu Lintas, 1999, h. 148

27 http://www.kamusbesar.com/58118/tabrak-lari, désk$5 Oktober 2011.
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terutama bagi pengguna jalan. Berkaitan dengariahrak lari telah disinggung
dalam Pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009.

Terdapat kesesuaian dari dua pemaparan di ata:i yadanya
seseorang atau pelaku yang lari dari tanggung jayeabNamun ada hal yang
lebih dalam pasal 312 yang mana berkaifant¢) dengan pasal 231 ayat 1 huruf
a, b, dan c , yaknpertama tidak menghentikan kendaraannyadua, tidak
memberi pertolongartiga, tidak melaporkan kepada polisi terdekat. Sehingga
tabrak lari tergolong sebagai tindak kejahatanagailmmana dijelaskan dalam
pasal 316 UU No. 22 Tahun 2009, sebagai berikutetentuan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 273, pasal 275 ayat (2), P&d5alPasal 310, Pasal 311,
dan Pasal 312 adalah kejahat&h”.

Terdapat unsur-unsur tindak pidana yang telah diapkpn oleh para
ahli hukum, seperti Simon merumuskan sebagai bergkuAdanya perbuatan, b.
Ancaman pidana, c. melawan hukum , d. dilakukargdenadanya kesalahan, e.
Orang yang melanggar dan mampu bertanggung jawemulian Muljatno
merumuskan, a. Ada perbuatan, b. Memenuhi rumusdang-undang, c. Sifat
melawan hukum atau kesalahan. Kemudian Pompe,raugtan yang diancam
pidana, b. Sifat melawan hukum, c. kesalahan. Kénu8udarto, a. Perbuatan
yang memenuhi rumusan undang-undang, b. Bersifetwae hukum (tidak ada

alasan pembenar), c. Kesalahan (tidak ada alasaagbelan mampu bertanggung

28 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jatgn cit, h. 184.
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jawab)? Dari pemaparan para ahli hukum di atas dapat diamsur-unsur yang
dapat berfungsi sebagai syarat-syarat pemidangangebagai berikut:

a) Adanya perbuatan yang memenuhi undang-undang

b) Melawan hukum

c) Adanya seseorang yang melakukannya.

Sedangkan tabrak lari memuat unsur-unsur sebagiubepertama
Pengemudi terlibat kecelakaarKedua Pengemudi tidak menghentikan
kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, tidadaporkan kecelakaan
tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Inden&srdekatKetiga,Terjadi
di jalan dan lingkungan.

Sebagaimana syarat-syarat pemidanaan di atas, talatek lari telah
memenuhi Syarat-syarat pemidanaan atau unsur-upsuridanaan sebagai
berikut: pertama adanya perbuatan yang telah memenuhi undang-gngakni
UU No. 22 Tahun 2011 Tetang Lalu Lintas dan Angkutalan, khususnya pasal-
pasal terkait seperti pasal 310 dan 3k&dua, perbuatan tersebut melawan
hukum, “....dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannyak tirdemberi
pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lahias kepada kepolisian
negara republik Indonesia terdekat” ketiga ada seseorang yang
melakukannya, yakni pengemudi.

Lahirnya UU No. 22 Tahun 2009 merupakan babak bdalam
menangani kecelakaan, khususnya tabrak lari. Adbedaan cukup signifikan

dalam UU No. 22 Tahun 2009 ini dengan UU No. 14urah992 baik mengenai

2 |pid, h. 49-50
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aturan ataupun sanksinya, yakni memuat peratunag hgih rinci, dan spesifik,
seperti pasal mengenai tabrak lari¥hGontoh lain adalah mengenai menyalakan
lampu. Jumlah kendaraan yang semakin meningkayatrnberbanding lurus
dengan jumlah kecelakaan yang ada, kemudian ke&pollmempunyai gagasan
supaya pengendara motor menyalakan lampu pada kiamgagar peristiwva
kecelakaan dapat berkurang.

Begitu pula dalam penyidikan dan penyelidikan dibikan kerja
ekstra, karena selain pelaku yang melarikan émpat kejadiannya (TKP) pun di
jalan raya, di mana lalu lalang kendaraan kerapjaderkendala dalam proses
penyidikan dan penyelidikannyaPenyidikan dan penyelidikan mengenai tabrak
lari merupakan penindakan di bidang represif. Réakan tersebut meliputi, a).
Tindakan di TKP, tindakan di TKP mencakup mencam dnengumpulkan data
dari korban dan saksi-saksi bahwa pelaku telah nkata diri. Meneliti bukti-
bukti yang tertinggal seperti pecahan kaca, bekas, dan darah. Kemudian
mengadakan pemotretan, serta mengidentifikasi garian. b). Tindakan
Lanjut, tindak lanjut setelah penyelidikan di TKReliputi: menginformasikan
kepada unit-unit untuk diadakan pencarian, melakut@meriksaan di tempat-
tempat yang dimungkinkan untuk mengubah identithajk orang yang
bersangkutan atau kendaraan yang digunakan, melakp&mblokiran STNK,
serta mengirim bukti-bukti yang ditemukan di TKPl&aboratorium forensik Polri

guna dilakukan pemeriksadhKemudian mengenai tindakan represif yang biasa

%0 Marye Agung kusmagBelamat Berkendara Di Jalan Rayap. cit., h. 12-13.
%1 Tatang Sugandi, et afademikum Polisi Lalu Linta®©p. Cit,h. 148.
%2 bid, h. 161-162
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dilakukan adalah pengaturan lalu lintas, penjada&n lintas di pos-pos yang
telah ditentukan, pengawalan lalu lintas, dan pid&do lintas.

Terdapat faktor yang memungkinkan terjadinya tallaak yang mana
kerap dijadikan alasan bagi pelaku. Yakni, pelakkut dihajar masa, enggan
berurusan dengan hukum yang terlalu berbelit-bdéify terjadi di tempat yang
sepi, sehingga besar kemungkinan untuk melarikeri’dBerkaitan dengan itu
sebagaimana dalam teori hukum pidana, bahwa pidearapakan obat terakhir
(ultimum remediumpagi pelaku kejahatan secara umumnya. Sehingggaden
obat terakhir tersebut berwujud UU No.22 Tahun 2@apat tercipta budaya
berlalu lintas dengan baik.

2. Tabrak Lari dan Moralitas

Moralitas berasal dari kata moral, moral sendinabal dari bahasa
Latin, Mores artinya kebiasaan, adat. Secara etimologi, peagerhoral sama
dengan pengertian etika, hanya saja etika beramal bhhasa Yunani kuno.
Moralitas adalah kualitas dalam perbuatan manuar® ydengan itu seseorang
dapat berkata bahwa perbuatan yang dilakuakan dtaik buruk* K. Bertens
dalam bukunya menyebutkan, bahwa moralitas adalift snoral yang
menentukan perbuatan baik atau butuk.

Terdapat hubungan antara hukum, moral dan agamagaikga
bermuara kepada kebaikan, hanya saja memiliki gang berbeda. Jika hukum

dengan menetapkan pada sebuah peraturan perundamgiia moral hanya

¥ Setiyono, Menghadapi Kasus Pidana,120 kasus pidana dan rigikkumnya.
Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010, h. 144

3 W. Poespoprojo, Filsafat Moral, kesusilaan dalamwritdan praktik, Bandung:
Remaja karya CV., 1988, h. 102

% K. BertensEtika, Op. Cit h. 7
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sebatas keharusan seseorang untuk tidak melakulean lkejahatan. Sedangkan
agama lebih dekat dengan hukum, karena adanyatlkateryang berasal dari
Tuhan, sehingga memiliki karakter transendefftal.

Moralitas merupakan persoalan manusiawi, hanyaapetdpada diri
manusia. Tabrak lari merupakan tindakan amoral, gingat akibat yang
ditimbulkan bermuara kepada hal yang merugikany &@al yang tidak baik.
Tabrak lari sebagai salah satu persoalan moraly yetmuara pada tindakan
amoral atau tidak baik, tidak boleh dilakukan adelorang pengendara, karena hal
tersebut merupakan hukum moral, yang mengarahkenkepada kemauan
manusia untuk tidak melakukan sesuatu hal yang tiogk. Hukum moral
didasarkan pada kenyataan bahwa manusia mengagkalti lakunya menurut

kaidah atau norma-norma, dan manusia harus mendeamanenjalankannys.

C. Tabrak Lari Menurut Hukum Islam

Tabrak lari sebagai tindak kejahatan merupakan uag¢aidn yang
mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Tabrak larganulanya adalah tindak
pelanggaran yang mengakibatkan ruginya sesedfangakni menabrak karena
kekeliruan atau kelalaian, yang mana terjadinyaisppe®a tersebut tidak
diinginkan oleh pelaku, atau pelaku tidak berniaglakukannya. Peristiwa
tersebut dalam Pasal 359 KUHP dijelaskan, “baraiagas karena kealpaan

menyebabkan matinya orang lain, diancam dengamaigenjara paling lama

%€ Hans Kelsen, General theory of law and state, Raisul MuttagienTeori Umum
Tentang hukum dan AgamBandung: Nusa Media, cet ke-4, 2009, h. 25

%7 K. BertensFtika, Op. Cit, h. 14

*Nina (ed),Menghadapi Kasus Pidana 120 kasus pidana dan risikaimnyaOp.
Cit., h. 144
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lima tahun atau kurungan paling lama satu taiftiialam Pasal 310 UU No. 22
Tahun 2009 menjelaskan bahwa:

(1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermangr karena
kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintasmgdn kerusakan
kendaraan dan /atau barang sebagaimana dimaksah gelsal 229 ayat
(2), dipidana dengan pidana penjara paling laman@rf) bulan dan /atau
denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu jutah)pi

(2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermangy karena
kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintaagdn korban luka
ringan dan kerusakan kendaraan dan /atau baramgaeiana dimaksud
dalam pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidanganze paling lama 1
(satu) tahun dan /atau denda paling banyak Rp.0200,00 (dua juta
rupiah).

(3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermangr karena
kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintasgen luka berat
sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4jatiai dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan /atau depalang banyak Rp.
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud ayaty48Yy
mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidderagan pidana penjara
paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paliagydk Rp.
12.000.000,00 (dua belas juta rupidh).

Kemudian terdapat unsur kesengajaan, yakni peldadak t menghentikan
kendaraannya, tidak menolong korban, tidak melager polisi terdekat,
sebagaimana pasal 312 di atas.

Bila dilihat dari sudut pandangshul figh maka Tabrak Lari dapat di

dekati dengamiyas (analogi hukum) sama dengan penganiayaan kardaaya

korban yang mengalami luka-luka hingga meninggaialuQiyas memiliki rukun

yang terdiri dari empat hal:

%9 Moeljatno,Kitab Undang-undang Hukum Pidan®p. Cit, h. 127
0 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jatgmcit, h. 180-181
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1. Asal (pokok), yaitu apa yang terdapat dalam hukum nashadisebut
denganal-magis alaihi Hukum asal ini, adalah apa yang dapat dijadikan
sebagai dasar. Hukum penganiayaan adalah harak/hadeh.

2. Fara’ (cabang), yaitu sesuatu yang belum terdapat naainimya, disebut
pula al-maqis Dalam hal ini tabrak lari dapat dimasukkan dalkasus
yang belum ada hukumnya.

3. Hukm al-asal yaitu hukum syar’'i yang terdapat dalam nash hukum
asalnya. Adapun hukum dari tabrak lasidalah haram atau tidak
diperbolehkan karena sama dengan penganiayaan, dekgan menabrak
korban sehingga menyebabkan luka ringan, luka bergga meninggal
dunia.

4. lllat, adalah sifat yang didasarkan atas hukum asaldesargiyas yang
dibangun atasnyd. Adapun illat dari perbuatan aniaya tabrak kafalah
perusakan anggota badan, dapat berupa luka ringanbdrat, hingga
meninggal dunia.

Berkaitan dengan kemaslahatan, Muhammad TholhalarHgang
mengutip pendapat dari imam Al-Ghozali dan As-$yathenyebutkan mengenai
kemaslahatan yang ditempatkan pada tingkdtdsDhoruriyat** yang menjadi

prioritas utama dalam islam. Sehingga dikenal dengd-dhoruriyat al-homsah

41 Abdul Wahab Khalaf]lmu Ushul Figh terj. Noer Iskandar al-Barsany, dan Moh.
Tolchah MansoerKaidah-Kaidah Hukum Islamlakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, Cet. 6,
h 90.

42 Menurut As-Syatiby, kepentingan atau kebutuharughichanusia dibagi menjadi
tiga, yakniad-Dhoruriyat merupakan kebutuhan pokok|-Hajiyat merupakan kebutuhan yang
wajar atau sekunder, da&t-Tahsinatadalah kebutuhan yang bersifat mewah, untuk kegmma
hidup. Lihat, Muhammad Tholhah Hasalslam dalam Perspektif Sosiokulturalakarta:
Lantabora Press, Cet. Ke-3, 2005, h. 163-164
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yakni meliputi:ad-dienu(agama) an-nafsu(jiwa), an-naslu(keturunan) al-malu
(harta) al-aglu (akal atau fikiranf? Dengan demikian tabrak lari digolongkan
sebagai tindakan aniayang mengganggu kemaslahatan tersebut.

Tabrak lari dapat dikatakan telah melanggar hak-hak kemanusiaan
Seperti perlindungan terhadap keyakinan agahiizh( ad-din, karena tolong
menolong merupakan bukti sempurnanya iman seseodramtindungan terhadap
jiwa (hifz an-nafy, Perlindungan terhadap pikirahifgh an-‘aq), perlindungan
terhadap keturunarifzh an-nagl dan perlindungan terhadap harta berrdzlf
al-mal). karena jika seseorang melakukan perbuatan t#rsebseorang atau
korban tidak akan mengalami kerugian berupa hastgat tubuh, hingga
meninggal dunia. Setiap keputusan hukum yang mehgan perlindungan
terhadap lima hal ini adalah kemaslahatanaglahal, dan setiap yang

mengabaikannya adalah kerusakaafsadak

43 bid.



